
 

SALINAN  
 

 

 
 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 
 

NOMOR  113  TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  

TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Purbalingga dan Pasal 34 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 
95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten 
Purbalingga, serta dalam rangka meningkatkan kesehatan 
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, maka perlu 
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan 
pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Pertanian 
Kabupaten Purbalingga; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950    Nomor 
42);  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 



 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga  Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga  Nomor 30); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi 

Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 79 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 79); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT 
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN 

PURBALINGGA. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga 

2. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disingkat DINPERTAN adalah 
Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala DINPERTAN Kabupaten 
Purbalingga. 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang 
selanjutnya disebut UPTD PUSKESWAN adalah unsur pelaksana 
teknis DINPERTAN yang melaksanakan kegiatan teknis 

operasional bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat 
veteriner. 

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PUSKESWAN pada 
DINPERTAN.  

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.  

 

 
 



 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 
 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD 
PUSKESWAN pada DINPERTAN. 

 
 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 3 
 

(1) UPTD PUSKESWAN merupakan unit organisasi pada DINPERTAN yang 
melaksanakan kegiatan jasa pelayanan kesehatan hewan, kesehatan 
masyarakat veteriner,  reproduksi ternak,  jasa konsultasi veteriner, 

penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan penerbitan Surat Keterangan 
Kesehatan Hewan. 

 

(2) UPTD PUSKESWAN dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 
Pasal 4 

 

(1) Susunan Organisasi UPTD PUSKESWAN, terdiri atas : 
a. Kepala UPTD; 

b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Satgas Puskeswan Bobotsari, terdiri dari: 

1. Petugas Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 
Reproduksi; 

2. Petugas Epidemiologi dan Informasi Veteriner. 

d. Satgas Puskeswan Purbalingga, terdiri dari: 
1. Petugas Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 

Reproduksi; 
2. Petugas Epidemiologi dan Informasi Veteriner. 

e. Satgas Puskeswan Bukateja, terdiri : 
1. Petugas Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 

Reproduksi; 

2. Petugas Epidemiologi dan Informasi Veteriner. 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Bagan  Struktur Organisasi UPTD PUSKESWAN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
 
 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

 

Pasal 5 

 
UPTD PUSKESWAN mempunyai tugas melakukan kegiatan jasa pelayanan 

kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner,  reproduksi ternak,  jasa 
konsultasi veteriner, penyuluhan di bidang kesehatan hewan dan penerbitan 

Surat Keterangan Kesehatan Hewan. 
 
 

 



 

Pasal 6 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD 
PUSKESWAN menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penyehatan hewan; 

b. pemberian jasa pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; 

c. pelaksanaan epidemiologi; 

d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;  

e. pemberian jasa veteriner; 

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD Puskeswan; 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 

 
Pasal 7 

 
Kepala  UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 dan Pasal 6. 
 

Pasal 8 
 

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepala Kepala UPTD. 

 
Pasal 9 

 
Kepala Subbagian Tata Usaha sebagiamana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam memimpin, 
mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan 
ketatausahaan yang meliputi penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, 

kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, 
rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.  

 
Pasal 10 

 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala 
Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan penyusunan program di bidang keuangan, kepegawaian, 
kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, 

rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan; 

b. penyiapan bahan koordinasi di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, 

hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, 
perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan; 

c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna 

pemberian saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan di bidang 
keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, 

organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program 
dan pelaporan; 

d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian tugas-tugas di bidang 
keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, 
organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program 

dan pelaporan; 



 

e. pendokumentasian bahan-bahan di bidang keuangan, kepegawaian, 
kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, 

rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. 

 
Pasal 11 

 
Masing-masing Satgas Puskeswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf c, huruf d, dan huruf e mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, reproduksi, epidemiologi dan 
informasi veteriner pada wilayah kerja masing-masing. 

 
Pasal 12 

 
(1) Petugas Kesehatan Hewan, Kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1, huruf d 

angka 1 dan huruf e angka 1 mempunyai tugas memberikan jasa pelayanan 
kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi serta 

pembuatan rekam medik  serta pelaporan kasus penyakit hewan. 
 

(2) Petugas epidemiologi dan informasi veteriner sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2), huruf d angka 2) dan huruf e angka 2)  
mempunyai tugas melaksanakan surve dan pemetaan penyakit hewan, 
pengumpulan dan analisa data yang meliputi kejadian penyakit, kasus 

kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular, pengambilan specimen 
dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan menular (PHM), 

pengamatan dan pemeriksaan penyakit hewan menular secara klinik, 
epidemiologik dan laboratorik dan berkoordinasi dengan Seksi Kesehatan 

hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada DINPERTAN untuk teknis 
pelaksanaannya serta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan. 

 

Pasal 13 
 

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

(2) Setiap kelompok sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 

Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada 
di lingkungan UPTD PUSKESWAN oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab 

kepada Kepala UPTD. 

(3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 14 

 
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)  

hufuf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas yang bersifat teknis 
sesuai dengan  kebutuhan dan keahlian. 
 

 
 

 



 

BAB V 
URAIAN  TUGAS 

 
Pasal 15 

 
(1) Kepala Dinas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban 

kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD 
PUSKESWAN. 

 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan 

Bupati ini. 
 
 

BAB  VI 
TATA  KERJA 

 
Pasal 16 

 
(1) Dalam operasionalnya UPTD PUSKESWAN di bawah koordinasi Kepala Bidang 

terkait pada DINPERTAN. 

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, 
Satgas Puskeswan, Petugas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain di luar UPTD sesuai 

dengan tugas masing-masing. 

(3) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 

bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas. 

(5) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan petunjuk Kepala 
Dinas serta Wajib menyampaikan laporan secara berkala tepat pada 
waktunya. 

(6) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada 
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(7) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib 
mengadakan rapat secara berkala. 

 
 

BAB VII 

KEPEGAWAIAN 
 

Pasal 17 
 

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan 
oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(2) Pejabat fungsional pada UPTD PUSKESWAN diangkat dan diberhentikan oleh 

Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(3) Jenjang Pangkat dan jabatan pada UPTD PUSKESWAN diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 



 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 18 

 
Pejabat pada UPTD PUSKESWAN yang ada sebelum berlakukannya Peraturan 

Bupati ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun berjalan 
sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD PUSKESWAN sesuai dengan 
Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal  19 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 111 Tahun 2016  tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Pertanian Kabupaten 
Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 111)  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
 

Pasal 20  
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga. 
  

    
Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 30 Desember 2017                   

 

BUPATI PURBALINGGA, 

 
            ttd 

 

 
          T A S D I     

 
Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 30 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH, 

              ttd 

 WAHYU KONTARDI TAHU 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 113 
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LAMPIRAN   

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

NOMOR  113   TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT 
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN 

KABUPATEN PURBALINGGA 
 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  

PUSAT KESEHATAN HEWAN  PADA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN PURBALINGGA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

  

     

 

BUPATI PURBALINGGA, 

                       ttd 

                 T A S D I  

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 30 Desember 2017   

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

 
WAHYU KONTARDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 113 

KEPALA  

UPTD 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

 

 

SUB BAGIAN TATA 

USAHA 

SATGAS 
PUSKESWAN 

BOBOTSARI 

SATGAS 

PUSKESWAN 

PURBALINGGA 

SATGAS 

PUSKESWAN 

BUKATEJA 

PETUGAS 
KESWAN, 

KESMAVET DAN 
REPRODUKSI 

PETUGAS 
EPIDEMIOLOGI 
DAN INFORMASI 

VETERINER  

PETUGAS 
KESWAN, 

KESMAVET DAN 
REPRODUKSI 

PETUGAS 

EPIDEMIOLOGI 

DAN INFORMASI 

VETERINER  

PETUGAS 
KESWAN, 

KESMAVET DAN 
REPRODUKSI 

PETUGAS 
EPIDEMIOLOGI 

DAN INFORMASI 
VETERINER  



 

 

 
 
            ttd 

  
WAHYU KONTARDI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 110 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 

 

TAVIP WURJONO, SH, M.Si 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19641123 199303 1 006 



 

 
 


